KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR gi5sTAHUN 1995
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Memmbang bahwa dalam menunjang pembangunan nasional di bidang
didik p perlu Kan P dan

Penggerian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagar model,

metivast dan pembinaan Madrasah Swasta disckitarnya; 2

| Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 (eatang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 33903

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang
Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor
36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang
Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990
Nomer 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 34130

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 1cntang
Pokok-pokok Organisasi Departemen;

Y

5. Keputusan Presiden Nomor |5 Tahun 1984 tentang
Susunan Organisasi, sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir desgan Keputusan Presiden Nomor 61
Tahun 1995;

6.Keputusan



Memperkatikan

A=

6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan dan Menteri Datam Negeri Nomor 6
Tahun 1975,Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 Tahun
1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madra-
sah;

7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama
yang telah beberapa Kali diubah, terakhir dengan Keputu-
san Menteri Agama Nomor 7§ Tahun 1984;

8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang
Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wila-
yah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen
Agama Kabupaten/K dya dan Balai Pendidikan dan
Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;

9. Keputusan Menteri Agama Nomor |S Tahun 1978 tentang
Susunan Organisast dan Tata Kerjs Madrasah Ibtidaiyah
Negeri;

=3

. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang
Susunan Organisasi dan Taa Kerja Madrasah Tsanawiyah
Negeri;

. Keputusan Menteri Agame Nomtor 17 Tahun 1978 entang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah
Negeri;

Persetujuan Menteri Negar Pendayagunaun Aparatur Negara
dengan Surat Nomor B-1330/1/1995 tanggal 31 Oktober 1995

MEMUTUSKAN...



Menetapkan

Pertama

Kedua

Ketiga

Kezmpat

Kelima

Keenam

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBU-
KAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH

dan ikan Madrassh
dalam Lampiran 1 dan Lampiran I Keputusan ini.

: Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata

Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan
Pasal | sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama
Nomor 15 Tahun 1978.

. Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata

Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan
Pasal | sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama
Nomor 16 Tahun 1978.

Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi Uan Tam
Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sssuai ketentuan Pasal |
sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor |7
Tahun 1978

Keteatuan lebih lanjut yang diperiukan bagi pelaksanaan
Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan
Kelembagaan Agama Islam.

Keputusan ini mulai berlaku pada ranggal ditctapkan.
Ditetapkan di Jakerta

pada tanggal, 25 Nopesber 1395
" MENTERI AGAMA REPUBLIK IDONESIA,

e

SAADILLAH MURSJID




Tembusan :
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. Menko Kesra ;
. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan ;

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ;

Menteri Dalam Negeri Rl .

Menteri Keuangan R.I.;

Komisi IX DPR-RI ;

Ditjen Anggaran Dep K gan RI.;

Sekjen/Dirjen Binbaga Islam/ Dirjen Bimas Islam dan Urusan
Haji/ Irjen/ Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama ;
Para Gubernur KDH Tingkat I seluruh Indonesia ;

. Para Kepala Biro/ Direktur di lingkungan Ditjen Binbaga
Islam/ Inspektur/ Kapuslitb Agama/Sek is Ditjen
Binbaga Islam/ Kapusdiklat Pegawai di lingkungan Dep

Agama jakarta ;

1. Para Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Propinsi/sctingkat di

seluruh Indonesia ;
Para Kepala Kantor Dep. Agama Kabupaten/Kodya di sclurub
Indonesia ;

3. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indoensia ;
14.

Biro Hukum dan Humas Dep.Agama untuk dokumentasi ;
Yang bersangkutan untuk diketahui.



KEPUTUSAN ME‘NTERJ \GAMA REPUBLIK INDONESIA|

PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI,
Ni

OMOR 364 TAHUN 2015
TENTANG

Menimbang :

Mengingat

EGERI, D/
DI PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan
Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang

Keputusan Menteri Agama tentang Perubahan Nama
Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negen
Madrasah lbtidaiyah Negeri di Provinsi Gorontalo;

: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang

Sistem  Pendidikan Nummx (Lembaran  Negara
Republik Indone: 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambaban
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)
sebagaimana telah  diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia
Nomor 5410);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan  dan  Penyelenggaraan  Pendidikan
(Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2010
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5150) schagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
fentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan  dan

lenggaraan  Pendidikan  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5157);

4. Perawran ...



4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang

Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik

Indoncsia Tahun 2015 Nomor 168);

Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor

592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun

2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan

Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita

Negara Republik Indoncsia Tahun 2015 Nomor 348);

o

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012
tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal
Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia
‘Tahun 2012 Nomor 851);

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013
tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita
Negara Republik Indoncsia Tahun 2013 Nomor 1382);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN

KESATU

KEDUA

NAMA  MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH
TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH
NEGERI DI PROVINSI GORONTALO.

i Menctapkan Perubahan Nama 6 (Enam) Madrasah Aliyah

Negeri, 10 (Sepuluh) Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan 7
(Tujuh) Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Gorontalo
sebagaimana tercantum dalam Lampiran | sampai dengan
Lampiran Ul yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan ini.

: Semua penggunaan atribut seperti logo, lencana, badge,

kop surat, stempel, papan nama, dan lain-lain harus
disesuaikan dengan nama madrasah yang baru.

KETIGA:




KETIGA  : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditctapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 November 2018

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

I LUKMAN K.lﬁ SAIFUDDIN



LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 364 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH
NEGERI, DAN

DI PROVINSI GORONTALO

DAFTAR PERUBAHAN NAMA 6 (ENAM)

MADRASAH ALIYAH NEGERI
! — [ NAMA MADRASAH
r SEMULA MENJADI

1 | Gorontalo | MAN Model Gorontalo MAN 1 Kota Gorontalo

2 | Gorontalo | MAN Limboto MAN 1 Kabupaten Gorontalo
| 3 | Gorontalo_| MAN Batudaa MAN 2 Kabupaten Gorontalo

4 | Gorontalo | MAN Tilamuta MAN 1 Boalemo

5 | Gorontalo | MAN Paguat MAN 1 Pohuwato

6 | Gorontalo | MAN Insan Cendikia Gorontalo | MAN Tnsan Cendikia Gorontalo

M \GAMA REPUBLIK INDONESIA,

Y0 Luxaenn akam sarrupDiy



LAMPIRAN 1

mpu‘rusm MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 364 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH
NEGERI

DI PROVINS] GORONTMO

DAFTAR PERUBAHAN NAMA 10 (SEPULUH)
MADI

RASAH TSANAWIYAH NEGERI
NAMA MADRASAH
NO PROVINSI
SEMULA MENJADI
7IA vanllln¥ MTsN Gorontalo MTsN 1 Kota Gorontalo
2 |Gorntalo | MTsN Model Limboto | MTsN 1 Kabupaten Gorontalo
3 | Gorontalo MTsN Batudaa MTsN 2 Kabupaten Gorontalo
| 4 |Gorontalo MTsN Telaga Biru MTsN 3 Kabupaten Gorontalo
S | Gorontalo MTsN Tilamuta MTsN 1 Boalemo
6 | Gorontalo MTsN Paguyaman MTsN 2 Boalemo
| 7 | Gorontato MTsN Paguat MTsN 1 Pohuwato
8 | Gorontalo MTsN Lemito MTsN 2 Pohuwato
9 | Gorontalo MTsN Suwawa MTsN 1 Bone Bolango
| 10 | Gorontalo MTsN Imana MTsN 1 Gorontalo Utara
\GAMA REPUBLIK INDONESIA,

!
v A
1. Lukian atam sairuppin



LAMPIRAN 11l

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 364 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH
‘TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI
DI PROVINSI GORONTALO

DAFTAR PERUBAHAN NAMA 7 (TUJUH)
MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI

NAMA MADRASAH
NO PROVINSL
SEMULA MENJADI

1 | Gorontalo MIN Dembe Il MIN 1 Kota Gorontalo

2 | Gorontalo MIN Parungi MIN 1 Kabupaten Gorontalo
3 | Gorontalo MIN i MIN 2 Gorontall
4 | Gorontalo MIN Wonggahu MIN 1 Boalemo

5 | Gorontalo MIN Tangkobu MIN 2 Boalemo

6 | Gorontalo MIN Paguat MIN 1 Pohuwato

7 | Gorontalo MIN Sumalata MIN 1 Gorontalo Utara

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

k e
0. LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN



